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“....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja 
di antara kamu…..” (QS: AL-Hasyr: 7) 
                         
          
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ا = Tidak dilambangkan   ض   = dl 
ب = B     ط    = th 
ت = T     ظ    = dh 
ث = Ts     ع    = ’ (Koma menghadap ke atas) 
ج = J     غ    = gh 
ح = H     ف   = f 
خ = Kh     ق   = q 
د = D     ك   = k 
ذ = Dz     ل    = l 
ر = R     م    = m 
ز = Z     ن   = n 
س = S    و   = w 
ش = Sy    ه   = h 
ص = Sh    ي  = y 
Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal kata 
maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun 
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda 
koma di atas („), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ع”. 
B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulid 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan berikut: 
                                                             
1Fakultas Syari‟ah UIN Malang, Pedoman Penulisam Karya Tulis Ilmiah (Malang: Fakultas Syari‟ah 
Universitas Islam Negeri Malang, 2011),  
 Vokal (a) panjang = â, misalnya  ل ق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang = Î, misalnya    ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û, misalnya  و د     menjadi dûna 
Khusus untuk ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan 
tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambakan ya‟ nisbat di akhirnya. 
Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan 
“aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) =    misalnya ل ق menjadi qawlun 
Diftong (ay) =  ي misalnya  يخ menjadi khayrun 
C. Ta’ Marbuthah  (ة) 
Ta’Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila Ta‟ Marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya  ةسادل   ة  س    maka 
menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat 
yang terdiri dai susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditrasliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya  الله ةلحا 
ى  menjadi fi rahmatillâh. 
D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah 
Kata sandang berupa “al” ( لا ) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak pada 
awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah 
kalimat disandakan (idhafah), maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut: 
 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ... 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ... 
3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
4. Billâh azza wa jalla. 
E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia 
Pada pinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan 
menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab 
dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu 
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: 
“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan 
Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk 
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan 
salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, 
namun ...” 
Penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan “salat” ditulis dengan 
menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan 
penulisan namanya. Kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia 
berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk tidak ditulis 
dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amin Raîs”, dan bukan “shalât”. 
  
 ABSTRAK 
Mushoffa, In‟amul, 08220065, 2012, Privatisasi BUMN Perspektif UU No. 19 
Tahun 2003 Tentang BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam, Skripsi, 
Program Studi Hukum Bisnis Syari‟ah, Fakultas Syari‟ah, Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dra. 
Jundiani, S.H., M.Hum. 
 
Kata Kunci: Privatisasi, BUMN, Doktrin Ekonomi Islam  
Sebagai program pengalihan aset dari milik negara menjadi milik swasta, Privatisasi 
BUMN di Indonesia merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat 
kontroversial karena disinyalir berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang. 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat 
pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria 
BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis 
lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pangaturan privatisasi BUMN dalam UU 
BUMN dan bagaimana hukum privatisasi BUMN perpektif konsep kepemilikan dan 
peran negara dalam perekonomian perspektif doktrin ekonomi Islam. Selanjutnya, 
akan dikaji apakah persamaan dan perbedaan antara hukum privatisasi BUMN 
perspektif UU BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam. Penelitian kualitatif ini 
melakukan penggalian bahan hukum melalui studi pustaka (library research) 
terhadap Undang-undang BUMN, buku-buku terkait privatisasi BUMN, dan konsep 
kepemilikan dan peran negara dalam doktrin ekonomi Islam. 
Tidak semua BUMN dapat diprivatisasi, baik menurut UU BUMN dan Doktrin 
Ekonmi Islam. Hanya saja,spesifikaisnya berbeda. BUMN yang dapat diprivatisasi 
dalam UU BUMN hanyalah BUMN Persero yang memenuhi kriteria dalam Pasal 76 
UU BUMN, sedangkan BUMN yang tidak boleh diprivatisasi adalah BUMN yang 
dilarang sebagaimana dalam Pasal 77 UU BUMN.  
Doktrin Ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yakni kepemilikan 
negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan pribadi. Negara harus berperan sebagai 
pengelola untuk menjamin kebutuhan masyarakat, terutama aset yang seharusnya 
menjadi kepemilikan umum. Kepemilikan umum berarti milik seluruh masyarakat. 
Berpedoman pda sebuah kaidah fiqhiyah, bahwa status hukum industri mengikuti apa 
yang diproduksinya. Maka, BUMN yang  memproduksi barang yang tergolong milik 
umum/seluruh masyarakat tidak boleh diprivatisasi karena akan dimiliki oleh 
segelintir pihak pemilik saham. Hal ini meliputi perusahaan pertambangan dan 
fasilitas umum. Dalam konteks pertambangan, kedua sumber hukum tersebut sama-
sama melarang adanya privatisasi. Privatisasi pertambangan atau sumber daya alam 
tidak perbolehkan dalam Pasal 76 UU BUMN. Hal ini untuk melindungi keadilan 
distribusi kepemilikan terhadap aset milik masyarakat yang seharusnya dikelola 
negara. Begitu jugan dengan privatisasi aset startegis yang menguasai hajat hidup 
orang banyak juga tidak diperbolehkan. Dalam Islam, untuk kategori yang terakhir 
ini termasuk dalam fasilitas umum yang menjadi kepemilikan umum. 
Konsekuensinya, perusahaan sektor ini tidak boleh diprivatisasi. 
  
 ABSTRACT 
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Keywords: privatization, BUMN, Islamic Economic Doctrine. 
As a diversion program of state-owned assets into private property, privatization of 
state-owned enterprises in Indonesia is the government's economic policies which are 
highly controversial because it allegedly could potentially harm the country in the 
long time. Law No. 19 Year 2003 on BUMN (BUMN Act) contains settings which 
are related to privatization include the intent, purpose, procedures, criteria or state 
that can not be privatized, and organizes relevant technical regulations. This study 
examines how the regulations of BUMN privatization in the law and how the 
privatization law concept of ownership perspective and the perspective of the 
economic role of the state in the doctrine of Islamic economy. Furthermore, it will be 
assessed whether the similarities and differences between the laws of perspective 
privatization BUMN and the doctrine of Islamic economy. This qualitative study was 
digging through library of legal materials of state law, books of privatization of 
BUMN, and the concept of ownership and the role of the state in the doctrine of 
Islamic economy. 
Not all BUMN to be privatized, according to both state law and the doctrine of 
economic Islam. It's just different its specification. BUMN  that can be privatized 
under state law is Persero of BUMN that meet the criteria in Article 76 of the BUMN 
regulations, while BUMN that cannot be privatized is BUMN that are prohibited by 
state law in Article 77. 
Doctrine of islamic economy break the ownership into three types, namely state 
ownership, public ownership and private ownership. State must act as a manager to 
ensure the needs of the society, especially the asset that should be public ownership. 
Public ownership means belonging to the whole of the society. Guided for the rule of 
fiqhiyah, that the legal status of the industry follows what is produced. Thus, BUMN 
that produces the goods belonging to the public domain or entire of the society 
should not be privatized because it is owned by a handful of shareholders. This 
includes mining companies and public facilities. In the context of mining, the two 
sources of law equally prohibits the privatization. The privatization of the mining or 
natural resources are not allowed in Article 76 of Law of BUMN. This is to protect 
the fairness of the distribution of ownership of assets belonging to the people that 
should be run by the country. And also the privatization of strategic assets dominate 
the life of the people are also not allowed. In Islam, for this last category is included 
in the public facility into public ownership. Consequently, this corporate sector 






   مستخلص البحث
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برنامج تحويل الأصول الدملوكة للدولة إلى الدلكية الخاصة، وخصخصة الشركات الدملوكة للدولة في إندونيسيا سياسة 
 91القانون رقم . الحكومة الاقتصادية مثيرة للجدل للغاية لأنها يمكن أن تضر يزعم يحتمل البلاد على الددى الطويل
يحتوي على إعدادات الدتعلقة  )الشركات الدملوكة للدولة القانون( الشركات الدملوكة للدولة عن 3002سنة 
 القصد والغرض والإجراءات والدعايير أو الدولة التي لا يمكن خصخصتها، وتنظيم القواعد الفنية ذات يعنيبالخصخصة 
الشركات الدملوكة للدولة القانون وكيف أن فكرة قانون   الخصخصة في تنظيم كيفيةعن تبحث ىذا البحث. الصلة
 يبحث، سولذلك. الخصخصة من منظور الدلكية ومنظور الدور الاقتصادي للدولة في العقيدة الاقتصادي الإسلامي
بين قوانين الخصخصة منظور الشركات الدملوكة للدولة القانون والاقتصاد من العقيدة  أوجو الشبو والاختلاف تقييم ما
والكتب التي تتعلق من خلال حفر مكتبة للمواد القانونية لدولة القانون، ىذا البحث الكيفي يعمل . الإسلامية
 .الشركات الدملوكة للدولة، ومفهوم الدلكية، ودور الدولة في الدذىب الاقتصادي الإسلام صخصةبخ
صخصة الشركات الدملوكة للدولة ، وفقا لقانون الولاية على حد سواء وعقيدة الإسلام يستطع كلو أن تخلا 
الشركات الدملوكة  صخصة فيتخ  التي تستطع أن الشركات الدملوكة للدولة.  مختلفةخصائصها ولكن. الاقتصادي
الشركات   من قانون67 بالدعايير الواردة في الدادة تدلكللدولة القانون ىي الشركات الدملوكة الدولة الشركات التي 
الشركات الدملوكة للدولة التي يحظرىا القانون ىي صخصة تخأن التي لا يباح الشركات الدملوكة الدولة والدملوكة الدولة، 
 .دولة )77(في الدادة 
.  الدلكية إلى ثلاثة أنواع، وىي ملكية الدولة والدلكية العامة والدلكية الخاصة يقسم علىعقيدة الإسلام الاقتصادي
الدلكية العامة تنتمي . تعمل الدولة كمدير لضمان احتياجات المجتمع، وخاصة الأصول التي تكون الدلكية العامة
وبالتالي، لا ينبغي الشركات . أن الوضع القانوني للصناعة تتبع ما ينتجيتأسس على القائدة الفقهية . للمجتمع ككل
 عدد قليل من يملكالمجتمع بأكملو تخضع للخصخصة لأن / الدملوكة للدولة التي تنتج السلع ينتمون إلى المجال العام 
على ينهى  من مصادر القانون لثانيفي سياق التعدين، وا.  شركات التعدين والدرافق العامةيحولوىذا . الدساهمين
 ىذا.  من قانون الشركات الدملوكة للدولة67 للخصخصة الدوارد الطبيعية أو التعدين في الدادة يباحلا . الخصخصة
كما خصخصة الأصول الاستراتيجية .  الذي يجب أن يدير البلادلرتمعلحماية نزاىة توزيع ملكية الأصول الدملوكة لل
.  مرفق عام في الدلكية العامةعلىفي الإسلام، لذذه الفئة الأخيرة يتم تضمينها . تهيمن على حياة الناس غير مسموح بو
 .صخصة قطاع الشركاتتخ، لا ينبغي أن تهاونتيج
 
 
 
